BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci
keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan
kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan dilaksanakan melalui
APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah
dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi
realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang
dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat
perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD
dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah

dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2020 didasarkan
kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 Juni
2020, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta
pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen

evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan,



diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD

Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

a.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2010-2030.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021.



. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2019.

n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
1.3  Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah
untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan
kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun

2020, guna :

a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu
indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2020.

b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan,

mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)
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yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2020 dan
RPJMD Tahun 2016-2021.

Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020
dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan
RKPD Tahun 2020.

Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
RKPD Tahun 2020, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan
RPJMD Tahun 2016-2021

Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk
dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja

pembangunan daerah.
Metodeologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan

evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan

kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja

program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan

kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi

kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan

kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah

sebagai berikut :



Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD
No. Kriteria Penilaian Simbol Interval Nilai
1 Sangat Tinggi ST 91% =100%
2 Tinggi T 76%<90%
3 Sedang 66% < 75%
4 Rendah R 51% < 65%
5 Sangat Rendah SR <50%




BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM /KEGIATAN RKPD

Kantor Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan masuk
pada kategori Fungsi Penunjang Urusan, yaitu Fungsi Pelayanan
Pablik dan Fungsi Pelayanan pada Masyarakat dan Nagari RPJMD
Tahun 2016-2021. Dari fungsi ini, Kantor Camat Lengayang melalui
10 program dan 30 kegiatan, dengan anggaran Tahun 2020 sebesar
Rp.613.819.500.-, namun dengan kondisi luar biasa yang menimpa
Indonesia pada umumnya atau Kabupaten Pesisir Selatan pada
khususnya yaitu adanya pandemi Corona Virus 19 (Covid-19)
sehingga perlu melakukan penyesuaian anggaran pada Kantor
Camat Lengayang sebesar Rp. 357.356.000-. Namun pada aplikasi
e-Monev hanya tercatat sebesar Rp. 357.356.000-. ,- sehingga ada
selisih sebesar Rp. 256.463.500-. Selisih anggaran ini terjadi karena
pada aplikasi e-Monev untuk semua Program Kegiatan di Pangkas
dan ada beberapa kegiatan tidak ada lagi Anggaran seperti kegiatan
seperti Program Wawasan Kebangsaan,Program Pemberdayan

Masyarakat Pedesaan, Program Pelayanan Paten.

Capaian keuangan sampai dengan Bulan Juni 2020 telah sebesar
Rp. 228.034.065,- atau 63.81 %, namun realisasi kinerja RPJMD 66.29 %
(sedang) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 68.10 % (sangat rendah).

Sesuai dengan daftar terlampir.



